
 

 
 

 
BUPATI MAJENE 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

 

PERATURAN BUPATI MAJENE 
NOMOR 31 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

 
 

BUPATI MAJENE, 
 

 
Menimbang : a.   bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021;  

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Majene Tahun 

Anggaran 2021;  



Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II  di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3952); 

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 206); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);  

5. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

7. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4422); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 



12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Pemerintahan 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

DPRD (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 



18. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4641); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pertangggungjawaban Pemerintahan Daerah kepada 

pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

23. Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

24. Peraturan Pemerintah 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 52)  

26. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 14); 

 



27. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendaptan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021) Lembaran Daera Kabupaten Majene Tahun 2020 Nomor 2); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten  Majene  Tahun  2021  

Nomor 1); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSAANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas : 

1. PENDAPATAN 

a. Pendapatan Asli Daerah                       Rp. 85.125.586.865,16 

b. Pendapatan Transfer                      Rp. 776.740.189.291,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah                      Rp.   48.827.690.000,00 

Jumlah Pendapatan                                                                Rp.   910.693.466.156,16  

2. BELANJA 

a. BELANJA OPERASI 

1) Belanja Pegawai Rp. 393.510.740.305,13 



2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 272.760.970.893,00 

3) Belanja Bunga Rp. 0,00 

4) Belanja Subsidi Rp. 0,00 

5) Belanja Hibah Rp. 8.610.142.859,00 

6) Belanja Bantuan Sosial Rp.             57.600.000,00 

 Jumlah Belanja Operasi Rp.  674.939.454.057,13 

b. BELANJA MODAL 

1) Belanja Modal Tanah Rp. 3.266.125.680,00 

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 29.664.035.246,51 

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 18.616.225.428,00 

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp.      31.692.258.958,00 

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp.           510.524.100,00 

 Jumlah Belanja Modal Rp.    83.749.169.412,51 

c. BELANJA TAK TERDUGA 

1) Belanja Tak Terduga             Rp.        3.329.446.706,00 

 Jumlah Belanja Tak Terduga Rp.      3.329.446.706,00 

d. BELANJA TRANSFER 

1) Belanja Bagi Hasil Rp. 714.816,787,00 

2) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 115.168.603.300,00 

Jumlah Belanja Transfer  Rp   115.883.420.087,00 

Jumlah Belanja Rp.  877.901.490.262,64 

 



3. PEMBIAYAAN  

a. Penerimaan                       Rp. 7.689.544.823,42 

b. Pengeluaran                        (Rp. 3.119.000.000,00) 

 Jumlah Pembiayaan Netto                                                  Rp. 4.570.544.823,42 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2021 Rp. 37.362.520.716,94 

 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran 

laporan realisasi  

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan 

Bupati Majene ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati Majene ini. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati Majene ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

